
2. Implikasi Praktis 

Studi ini juga mempunyai implikasi yang bersifat praktis, bahwa 

hukum Negara perlu memberikan alternative lain dalam pelaksanaan CCTV 

E-tilang terhadap pelanggar Lalu lintas berbasis  keadilan Pancasila dengan 

demikian mutlak perlu dilakukan 
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